Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tetapkan
Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel
Tahun 2025-2045 untuk bisa diproses lebih lanjut menjadi Perda.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan, Raperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 telah sesuai
dengan mekanisme pembentukan Perda yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

“Maka dari itu, sesegera mungkin akan disampaikan Raperda tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 kepada Menteri
Dalam Negeri untuk di evaluasi, guna memastikan tidak ada ketentuan dalam Raperda
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat segera
ditetapkan menjadi Perda,” kata Sahbirin pada Rapat Paripurna, di Banjarmasin, Rabu
(17/7/2024).

Sahbirin menjelaskan, dari Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam menyediakan
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun yang disusun selaras
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang
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Provinsi Kalsel serta memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang
kabupaten/kota.

“Dengan perencanaan yang selaras, kolaborasi yang kuat dan sinergi yang
berkelanjutan dapat memperkuat seluruh pihak yang terlibat untuk mewujudkan visi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 vyaitu,
Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
menuju Babussalam,” ungkap Sahbirin.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK berharap langkah-
langkah berikutnya dalam proses penetapan Raperda tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 menjadi Perda bisa berjalan
dengan lancar.

“Sehingga payung hukum yang berorientasi kepada kemajuan pembangunan dan

kesejahteraan rakyat di Banua bisa segera direalisasikan,” kata Supian.
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% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

% Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

%% Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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Struktur APBD

APBD
! : '
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
\4 A 4
| PAD | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Pajak daerah 1. Sisa lebih perhitungan
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai anggaran TA sebelumnya
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga (SILPA)
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi 2. Pencairan dana cadangan
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah 3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang sah 5. Bantuan sosial daerah yang dipisahkan
DANA PERIMBANGAN 6. Belanja bagi hasil 4. Penerimaan pinjaman daerah
. _ 7. Bantuan keuangan 5. Penerimaan kembali
1. Dana Bagi Hasil 8. Belanja tidak terduga pemberian pinjaman
2. Dana Alokasi Khusus 6. Penerimaan piutang daerah
3. Dana Alokasi Umum
PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
LAIN - LAIN PENDAPATAN BELANJA LANGSUNG
DAERAH YANG SAH 1. Pembentukan dana.cadang.an
1. Hibah tidak mengikat 1. Belanja pegawai 2. Penyertaan modal (investasi)
- g . 3. Pembayaran daerah hutang
2. Dana darurat dari 2. Belanja barang dan jasa o
. g 4. Pemberian pinjaman
pemerintah 3. Belanja modal
3. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
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